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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan
Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
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mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah  badan  untuk
mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten /kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu di  wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain
yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa
adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
di luar negeri.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara

Pemilu di provinsi.

www.peraturan.go.id



2019, No.263

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

—4-

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama
lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS, adalah ©panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa
atau nama lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar
negeri, kotak suara keliling, atau pos

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang telah memenuhi persyaratan.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh

Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut,
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nama, atau foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden pada Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, mencoblos kolom yang berisi nomor urut, tanda
gambar dan nama Partai Politik dan/atau pada kolom
yang berisi nomor urut dan nama calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Surat
Suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, dan/atau mencoblos pada kolom yang
berisi nomor urut, foto calon, dan nama calon anggota
DPD pada Surat Suara Pemilu anggota DPD.
Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat
suara oleh KPPS terhadap suara pemilih kepada
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon
anggota DPD, DPR, DPRD dan Partai Politik.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah
proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara
Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk
Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD, Partai Politik dan calon Anggota DPRD
Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai
Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk
Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan
oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan
KPU.

Surat Suara adalah salah satu jenis Pemungutan Suara
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus
yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden anggota DPD, DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan
Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat
memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan.
Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang
selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK
adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih

dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih
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